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RINGKASAN

Arti penting perlu adanya pemasangan label atau pelabelan produk dirasakan
sangat penting, khususnya terhadap produk makanan, karena hal ini sangat berhubungan
dengan nyawa manusia. Dalam hal ini, sekurang-kurangnya ada dua persoalan, yaitu,
pelabelan : sampai seberapa jauh produk makanan mencantumkan informasi secara
lengkap tentang produk tersebut dalam pelabelan; dan mutu produk itu sendiri. Selain
produk yang belum bersertifikat, kasus beredarnya makanan tidak halal beberapa tahun
ini menambah keresahan konsumen muslim yang berusaha menjalankan syariat
agamanya. Tidak halal dalam artian, proses pembuatannya dengan cara-cara yang tidak
halal atau makanan berasal dari bahan yang tidak halal atau mengandung bahan-bahan
yang tidak halal. Terkait jaminan atas produk makanan halal, telah dibentuk ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jaminan
produk halal sebagai bagian dari kewenangan pemerintah daerah sebagaimana
disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
yaitu tentang adanya BPJPH di tingkat daerah. Namun demikian dalam prakteknya,
BPJH di tingkat daerah belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sehingga perlu untuk
mendapatkan perhatian bersama. Salah satu bentuk peran da tanggung jawab peranan
pemerintah daerah dalam pelaksanaan produk halal tersebut dengan melakukan
pengawasan terhadap produk makanan halal dalam masyarakat, melalui BPJPHRumusan
masalah dalam hal ini : (1) Bagaimana peranan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan
jaminan produk makanan halal yang beredar di masyarakat ? (2) Bagaimanakah bentuk
pengawasan pemerintah daerah terhadap jaminan produk makanan halal yang beredar di
masyarakat ? Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian
yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.
Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa
bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, Pertama, Bentuk
tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal
(JPH) adalah dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH),
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
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Jaminan Produk Halal. Namun demikian, dalam pelaksanaannya sampai saat ini di
tingkat daerah belum terbentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
berikut peraturan pelaksana organ tersebut dalam peraturan daerah terkait. Dengan
demikian tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Jaminan Produk
Halal (JPH) sampai saat ini belum terpenuhi dan belum efektif sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal. Kedua, Pada saat ini. Lembaga yang diberi kewenangan untuk memberi sertifikat
label halal pada suatu produk adalah LP POM MUI sebagaimana disebutkan dalam
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, namun lembaga ini tidak
memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan. Oleh karena
itu, pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran memerlukan peran serta
masyarakat, disamping pemerintah dan pemerintah daerah melalui BPJPH. Masyarakat
misalnya dapat memberi informasi kepada pihak yang berwenang tentang adanya produk
halal yang beredar di pasaran yang tercampur atau terkontaminasi dengan produk tidak
halal. Disamping itu, masyarakat juga dapat meminta penjelasan kepada LP POM MUI
jika diketemukan adanya produk yang diragukan kehalalannya, atau melaporkan adanya
dugaan penyalahgunaan tanda halal. Dengan adanya pengawasan yang baik diharapkan
produk makanan halal dapat terjamin peredarannya di masyarakat.

Saran yang diberikan bahwa, Pertama, Pemerintah memegang peranan yang
sangat penting dalam penerapan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, adapun
salah satu cara yang ditempuh guna tegaknya perlindungan konsumen tersebut adalah
melalui Pengawasan. Pengawasan adalah salah satu faktor yang memberi perlindungan
kepada konsumen atas peredaran barang dan/atau jasa di pasaran. Kedua, Kepada
masyarakat hendaknya lebih selektif, teliti dan cermat dalam memilih produk yang akan
dikonsumsinya yaitu dengan memilih produk yang memiliki sertifikasi dan label alal
pada kemasannya khususnya konsumen muslim di Indonesia. Dengan adanya sertifikat
halal tersebut, produk yang diproduksi merupakan produk yang halal dan layak untuk

dikonsumsi bagi masyarakat muslim.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945)
bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Landasan
ini juga dipertegas dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, negara menjamin
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan
untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Di Indonesia sendiri,
mayoritas penduduknya adalah beragama Islam.

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat muslim,
baik itu pangan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Seiring
besarnya kuantitas umat muslim di Indonesia berdasarkan data akhir tahun 2017
yang jumlahnya mencapai 87,60% dari 257,9 juta jiwa. Maka dengan sendirinya
pasar Indonesia merupakan pasar konsumen muslim yang demikian besar. Oleh
karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu yang penting untuk
mendapatkan perhatian dari negara.*

Ditegaskan dalam Al-Qur’an surat Al Baqarah ayat (168) : “Hai orang-
orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan
kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu
menyembah.” Oleh karena itu bagi kaum muslimin, makanan di samping
berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, juga berkaitan dengan rohani, iman
dan ibadah juga dengan identitas diri, bahkan dengan perilaku. Dari ayat di atas,
jelas bahwa Allah menyuruh manusia memakan apa saja di dunia ini yang
diciptakanNya, sepanjang batas-batas yang halal dan baik (thayibah). Selain ayat-

ayat di atas masih banyak lagi ayat dalam Al- Qur“an yang berisi suruhan atau

! Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/lslam diakses tanggal 27 September 2018
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perintah agar manusia berhati-hati dalam memilih makanan, dapat memisahkan
mana yang halal (dibolehkan) dan mana yang haram (tidak diijinkan), cara
memperoleh makanan itu dan makanan itu baik dari segi kesehatan jasmani
maupun rohani.

Pengaturan tentang kehalalan suatu produk sebenarnya telah ada, yakni
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 sebagaimana telah diganti dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut Undang-
undang Pangan) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) serta
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
Dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Pangan disebutkan bahwa :
setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia
makanan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di
dalam, dan atau di kemasan pangan.

Secara teknis tentang pencantuman label ‘’halal’” Departemen Kesehatan
(Depkes) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 82/Menkes/SK/1/1996
tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Dalam lampiran SK
tersebut yakni pada Bab V tentang persyaratan higiene pengolahan telah
dijelaskan aturan-aturan baku dalam proses pembuatan makanan halal dan
persyaratan higiene pengolahan makanan menurut syariat Islam. Ketetapan
tersebut kemudian dirubah menjadi Surat Keputusan Nomor 924/Menkes/
SK/VI11/1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
82/Menkes/SK/1/1996 tentang Pecantuman Tulisan ‘’halal’’ pada Label Makanan,
dimana pada Pasal 8 disebutkan bahwa produsen atau importir yang akan
mengajukan permohonan pencantuman tulisan ‘’halal’’ wajib siap diperiksa oleh
petugas Tim Gabungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Direktorat
Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk Direktur Jenderal.?

Tahun 2001 Departemen Agama juga mengeluarkan Surat Keputusan
Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tatacara
Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, SK Nomor 519 Tahun 2001 tentang

2 John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty. Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen:
Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa. Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007, him.9
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Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, dalam hal ini adalah Majelis
Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan
Makanan (LPPOM) MUI, dan SK Nomor 525 Tahun 2001 tentang Penunjukan
Peruri sebagai Pelaksana Pencetak Label Halal. Akan tetapi kesemua peraturan di
atas belum dapat memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum kepada umat
Islam untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal.

Banyaknya produk-produk yang beredar di masyarakat belum mempunyai
sertifikat halal mengakibatkan konsumen (terutama konsumen muslim), sulit
untuk membedakan produk mana yang benar-benar produk halal dan dapat untuk
dikonsumsi sesuai dengan tuntunan syariat Islam dengan produk yang tidak halal.
Dari data yang dimiliki Lembaga Pengkajian Pengawas Obat dan Makanan
Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) pada tahun 2017, jumlah produk yang
telah didaftarkan rata-rata dari perusahaan yang mempunyai nama besar di pasar.
Pada prinsipnya konsumen berada pada posisi yang secara ekonomis kurang
diuntungkan. Konsumen semata-mata bergantung pada informasi yang diberikan
dan disediakan oleh pelaku usaha. Akan tetapi informasi yang diberikan tanpa
disertai dengan edukasi akan kurang dirasakan manfaatnya. Hal ini antara lain
dilakukan melalui pemasangan label atau standarisasi mutu.’

Arti penting perlu adanya pemasangan label atau pelabelan produk
dirasakan sangat penting, khususnya terhadap produk makanan, karena hal ini
sangat berhubungan dengan nyawa manusia. Dalam hal ini, sekurang-kurangnya
ada dua persoalan, yaitu, pelabelan : sampai seberapa jauh produk makanan
mencantumkan informasi secara lengkap tentang produk tersebut dalam
pelabelan; dan mutu produk itu sendiri. Selain produk yang belum bersertifikat,
kasus beredarnya makanan tidak halal beberapa tahun ini menambah keresahan
konsumen muslim yang berusaha menjalankan syariat agamanya. Tidak halal
dalam artian, proses pembuatannya dengan cara-cara yang tidak halal atau
makanan berasal dari bahan yang tidak halal atau mengandung bahan-bahan yang
tidak halal. Terkait jaminan atas produk makanan halal, telah dibentuk ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

® http://threemc.multiply.com/journal diakses tanggal 9 Oktober 2018
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(disingkat UUJPH). Dalam undang-undang yang terdiri atas 68 pasal itu
ditegaskan bahwa : produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah
Indonesia wajib bersertifikat halal.

Untuk itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menyelanggarakan
Jaminan Produk Halal (JPH). Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH itu,
menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, dibentuk Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal (BPJPH), sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5
bahwa :

1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH

2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Menteri.

3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di
daerah.

5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH
diatur dalam peraturan presiden.

Secara tidak langsung kewenangan pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan produk halal diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf f jo
Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemerintahan absolut meliputi bidang agama
dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam
bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang nomor 33 Tahun 2014, jelas bahwa
jaminan produk halal sebagai bagian dari kewenangan pemerintah daerah yaitu
tentang adanya BPJPH di tingkat daerah. Namun demikian dalam prakteknya,
BPJH di tingkat daerah belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sehingga perlu
untuk mendapatkan perhatian bersama. Salah satu bentuk peran dan tanggung
jawab peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan produk halal tersebut
dengan melakukan pengawasan terhadap produk makanan halal dalam
masyarakat, melalui BPJPH. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik
untuk menuangkan dan mengkaji masalah tanggung jawab pemerintah daerah

terhadap jaminan produk makanan halal dalam bentuk penulisan skripsi hukum
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dengan judul : “Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Pengawasan Jaminan

Produk Makanan Halal”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka
penulis mencoba mengidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana peranan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan jaminan produk
makanan halal yang beredar di masyarakat ?
2. Bagaimanakah bentuk pengawasan pemerintah daerah terhadap jaminan

produk makanan halal yang beredar di masyarakat ?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini meliputi 2 (dua)
hal, antara lain :
1. Untuk mengkaji dan menganalisis peranan pemerintah daerah terhadap
pelaksanaan jaminan produk makanan halal yang beredar di masyarakat.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pengawasan pemerintah daerah

terhadap jaminan produk makanan halal yang beredar di masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini meliputi

3 (tiga) hal, yaitu :

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat
akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Jember.

2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat
teoritis yang terjadi dalam masyarakat terkait peranan pemerintah daerah
terhadap jaminan produk makanan halal yang beredar di masyarakat
berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal.

3. Menambah wawasan, pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran
yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan

almamater.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus
dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam
rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian.
Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau
menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga
penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat
digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan—bahan hukum
yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran
ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan
dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai

pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan
dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-
norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan
mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-
Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian

dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.*

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan
yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek
mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari
jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua)
macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual yang diuraikan sebagai berikut :

* Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group,
2016, him.194
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1. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) vyaitu suatu metode
pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum.
Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana
ataupun doktrin-doktrin hukum.”

2. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) Pendekatan ini dilakukan
dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut
dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut

merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi °

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan
untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi
mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan
dalam penulisan tesis ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang

diuraikan sebagai berikut :

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya

mempunyai otoritas. Bahan—bahan hukum primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan—catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang
undangan dan putusan—putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan
hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan
dalam penulisan tesis ini adalah :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

1
2
3
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ;
6

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

° lbid, him.138
® 1bid, him.93
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1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang
berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan
hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.” Adapun yang
termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan
penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan
para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan
putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang
memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang
memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi,

dan situs-situs internet..

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber
bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non
hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik

penulisan skripsi.®

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah
terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu
metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum
diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan
komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain
dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh,
ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan
kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu

penelitian hukum, yaitu :

" Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hIm.165
& Peter Mahmud Marzuki, Opcit, him. 164
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Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak
relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang
mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;

Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-
bahan yang telah dikumpulkan

Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu
hukum

Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah
dibangun di dalam kesimpulan.®

® Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, him.171
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BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Daerah
2.1.1 Pemerintahan Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah
daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang selanjutnya disebut (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemisahan dua unsur
pemerintahan daerah tersebut di atas, yaitu DPRD dan pemerintah daerah, dengan
maksud untuk menempatkan DPRD sebagai komponen penting dan sentral dalam
menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pemikiran demikian
merupakan salah satu usaha untuk memberikan perwujudan prinsip kedaulatan
rakyat di tingkat daerah, yang tercermin dengan adanya keikutsertaan rakyat lewat
lembaga perwakilan di daerah yaitu DPRD dalam menentukan kebijakan
pemerintahan dan pembangunan di daerah yang bersangkutan.

Pemerintahan daerah dikembangkan berdasarkan azas otonomi
(desentralisasi) dan tugas perbantuan. Azas dekonsentrasi hanya diterapkan di
daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota yang belum siap atau belum
sepenuhnya melaksanakan prinsip otonomi sebagaimana ditentukan dalam
UUD NRI 1945. Oleh karena itu, hubungan yang diidealkan antara pemerintah
pusat dengan daerah provinsi, dan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah
daerah kabupaten/kota adalah hubungan yang tidak bersifat hirarkis. Namun
demikian, fungsi koordinasi dalam rangka pembinaan otonomi daerah dan

10
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penyelesaian permasalahan antar daerah, tetap dilakukan oleh pemerintah pusat
dan pemerintah provinsi sebagaimana mestinya.

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan
mendesentralisasikan kewenangan-kewenagan yang selama ini
tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses
desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari
tingkat pusat ke pemerintah daerah sebagaimana mestinya sehingga
terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan

kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus

kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat,

maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi

daerah itu, arus dinamika kekuasaan yang pergerakannya bergerak

sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.*

Pemerintahan daerah dikaitkan dengan pengertian penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah
daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) merupakan badan legislatif daerah, sedangkan pemerintah daerah
merupakan badan eksekutif daerah. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati,
atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah. Pemisahan dua unsur pemerintahan daerah tersebut di atas,
yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah, dengan
maksud untuk menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai
komponen penting dan sentral dalam menjalankan pemerintahan dan
pembangunan di daerah. Pemikiran demikian merupakan salah satu usaha untuk
memberikan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di tingkat daerah, yang

tercermin dengan adanya keikutsertaan rakyat lewat lembaga perwakilan di daerah

10 Jimly Assiddigie. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta. Konstitusi
Press, 2005. him.278
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yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menentukan kebijakan
pemerintahan dan pembangunan di daerah yang bersangkutan.

2.1.2 Pemerintah Daerah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; kata pemerintahan,
pemerintah, pemerintah daerah, pemerintahan daerah jelas dibedakan artinya satu
sama lain. Dirumuskan bahwa pemerintah adalah pemerintah pusat yaitu Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan kata
pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sementara itu, Kkata
pemerintahan daerah dikaitkan dengan pengertian penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI
Tahun 1945.

Dengan demikian, kata pemerintahan dalam arti penyelenggaraan
pemerintahan dibedakan dari kata pemerintah yang merupakan
subjek  penyelenggaranya.  Pemerintahan  daerah  adalah
penyelenggaraan  pemerintahan, pemerintah daerah adalah
gubernur, bupati atau walikota beserta perangkat daerah. Dalam
Undang-Undang Dasar Tahun 1945, gubernur, bupati, dan walikota
tepatnya masing-masing disebut sebagai Kepala Pemerintah Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dalam Undang Undang Dasar
1945, pembedaan kedua istilah pemerintah dan pemerintahan itu
juga tergambar pada judul Bab III, “kekuasaan pemerintahan
negara” dan Bab VI “Pemerintah Daerah”. Demikian pula dalam
Pasal 18 ayat (2), (3), (5) dan ayat (6) perumusannya dimulai
dengan “pemerintahan daerah” sebagai subjek kalimat.'*

Penyelenggara pemerintahan adalah presiden dibantu satu orang wakil
presiden serta menteri-menteri dalam kabinet pemerintahan dan penyelenggara
pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Setiap daerah

dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah ; untuk
provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut

1 Jimly Assiddigie, Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,
Jakarta, PT. Bhuana Iimu Populer, 2007, him.411
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walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, yang
masing-masing untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut
wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil walikota. Berdasarkan definisi yang
telah dikemukakan diatas, maka pengertian dari pemerintahan daerah pada
dasarnya sama yaitu suatu proses kegiatan antara pihak yang berwenang
memberikan perintah dalam hal ini pemerintah dengan yang menerima dan
melaksanakan perintah tersebut dalam hal ini masyarakat. Pemerintah daerah
memperoleh pelimpahan wewenang pemerintahan umum dari pusat, yang
meliputi wewenang mengambil setiap tindakan untuk kepentingan rakyat
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Urusan pemerintahan umum
yang dimaksud sebagian berangsur-angsur diserahkan kepada pemerintah daerah
sebagai urusan rumah tangga daerahnya, kecuali yang bersifat nasional untuk

menyangkut kepentingan umum yang lebih luas.

2.1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah

Pembicaraan mengenai otonomi daerah tidak dapat lepas dari hubungan
penyelenggaraan pemerintahan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
dalam konteks bentuk negara kesatuan. Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945
menyatakan bahwa : Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk
republik. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan :
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi, dan
daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan
undang undang. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan
daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan
efesiensi, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib
adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti
pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan hak dasar, kesehatan, pemenuhan
kebutuhan dasar minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan
pemerintahan pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.
Menurut Pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyebutkan bahwa :
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1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut,
urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan
pemerintah pusat.

3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat
dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi
dasar pelaksanaan otonomi daerah.

5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden
sebagai kepala pemerintahan.

14

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Nomor

23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, pembagian urusan pemerintahan konkuren

antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang Undang Nomor

23 Tahun 2014 didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas,

serta kepentingan strategis nasional. Lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat

(4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa :

Berdasarkan

prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kriteria urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah :

a)
b)
c)
d)

Urusan  Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah
kabupaten/kota
Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas daerah
kabupaten/kota;
Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya

lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau
Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih
efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah :

a)
b)
c)
d)

Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah
kabupaten/kota;

Urusan pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah
kabupaten/kota;

Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya
hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau

Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih
efisien apabila dilakukan oleh daerah.
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Pemerintah daerah mempunyai beberapa tugas sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :

a)

b)
c)

d)

9)

Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan
rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas
bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD,
rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD
untuk dibahas bersama;

Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan;

Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala

daerah berwenang :

a)
b)

c)
d)

€)

Mengajukan rancangan Perda;

Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama
DPRD;

Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;

Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang
sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat
Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang

melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala

daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. Apabila kepala daerah

sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil

kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
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Selain tugas tersebut, kepala daerah juga mempunyai kewajiban
sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor 23
Tahun 2014 wakil kepala daerah meliputi :

a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

b) Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;

¢) Mengembangkan kehidupan demokrasi;

d) Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

e) Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;

f) Melaksanakan program strategis nasional; dan

g) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi vertikal di
daerah dan semua perangkat paerah.

Sementara itu, wakil kepala daerah mempunyai beberapa tugas :

a) Membantu  kepala daerah  dalam  menyelenggarakan
pemerintahan daerah;

b) Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan
instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau
temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan
pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan
pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan
hidup;

c) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan
kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;

d) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala
daerah kabupaten/kota;

e) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah
dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;

f) Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang
diberikan oleh kepala daerah; dan

g) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala
daerah berhalangan

2.2 Otonomi Daerah
2.2.1 Pengertian Otonomi Daerah

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa : Negara
Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Selanjutnya dalam Pasal 18
ayat (1) UUD 1945 disebutkan : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
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daerah-daerah propinsi, dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,
yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah
yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam salah satu isi penjelasan
Pasal 18 UUD NRI 1945 itu dikatakan bahwa : “Di daerah-daerah yang bersifat
otonom (streek dan locate rechtsgemeenschappen) atau daerah administrasi
belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.”

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 menyebutkan bahwa daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Daerah menurut
ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, adalah hak,
wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945

Pembicaraan mengenai otonomi daerah tidak dapat lepas dari hubungan
penyelenggaraan pemerintahan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
dalam konteks bentuk negara kesatuan. Sedangkan prinsip otonomi daerah di
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dalam penjelasan umumnya adalah : Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan
mengatur semua urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan yang ditetapkan
dalam undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 menyebutkan bahwa, dalam menyelenggarakan otonomi daerah
mempunyai hak :

a) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya,
b) Memilih pimpinan daerah;

c) Mengelola aparatur daerah;

d) Mengelola kekayaan daerah;

e) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
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Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya yang berada di daerah;

Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam perundang-undangan.

Selain hak, daerah mempunyai kewajiban yang diatur dalam ketentuan

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Terdapat 15 (lima belas)

kewajiban yang dipunyai oleh daerah, yaitu :

Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan
nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;

Mengembangkan kehidupan demokrasi;

Mewujudkan keadilan dan pemerataan;

Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;

Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;

Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
Mengembangkan sistem jaminan sosial;

Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;

Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;

Melestarikan lingkungan hidup;

Mengelola administrasi kependudukan;

Melestarikan nilai sosial budaya;

Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai
dengan kewenangannya; dan

Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal

21 dan Pasal 22 tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan

daerah

dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah

yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan

daerah tersebut dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil,

patut dan taat pada peraturan perundang-undangan. Menurut Syaukani dan Afan

Gafar :

Otonomi daerah bukanlah merupakan hak dari masyarakat dan
pemerintah daerah. Otonomi daerah merupakan kewajiban daerah
dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. Jadi pada
hakikatnya otonomi daerah itu lebih merupakan kewajiban dari pada
hak, yaitu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya
pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat
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yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tangung
jawab.*?

Terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, Siswanto Sunarno
menyebutkan bahwa :

Ide otonomi daerah bermula dari akibat kesalahan di masa lalu, baik
secara struktural maupun kultural, yang imbasnya sampai uga pada
persoalan fundamental kenegaraan Kita, misalnya muncul fenomena
baru untuk memisahkan diri, meraih otonomi seluas-luasnya, atau
memilih merdeka. Berbagai tuntutan dan harapan tersebut, entah
yang bersifat alami ataupun bermuatan politis, luas ataupun terbatas,
dilatari oleh berbagai persoalan yang amat kompleks. Muncul
sejumlah protes dan pertanyaan Kritis berkisar pada masalah ketidak
adilan sosial, dominasi pusat, ketimpangan pembangunan,
kesenjangan perekonomian antar daerah, pembagian penerimaan
negara dan daerah yang tidak berimbang, juga masalah marginalissi
potensi dan putra daerah.™

Berdasarkan fenomena berkembangnya masalah tersebut, akhirnya muncul
sebuah konklusi bahwa tatanan pemerintahan dan kenegaraan selalu sentralistik
dan tidak menghidupkan desentralisasi dan otonomi daerah yang luas dan adil,
dan karenanya harus diubah dan diganti. Untuk menata pemecahan masalah
tersebut telah lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah direvisi oleh ketentuan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang
berjiwakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Secara prinsipil terdapat 2 (dua) hal yang tercakup dalam otonomi, yaitu
hak dan wewenang untuk memanajemen daerah dan tanggung jawab untuk
kegagalan dalam memanajemen daerah. Pada hakikatnya sebelum suatu daerah
menyelenggarakan otonomi daerah, aspek terpenting dari hal tersebut adalah

menyangkut adanya pelimpahan wewenang yang dikenal dengan peristilahan

2 Syaukani dan Afan Gafar, Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca
Reformasi, PT. Bhuana Iimu Populer, Jakarta, 2007, him.36

13 gjswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika,
2006, him. 9
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desentralisasi. Dengan kata lain desentralisasi merupakan pelimpahan sebagian
kewenangan dari pemerintah pusat kepada pihak lainnya untuk dilaksanakan.
Desentralisasi secara prinsipal di Indonesia dalam bentuk desentralisasi
perundangan (regeling) dan pemerintahan (Bestuur). Desentralisasi tersebut diatur
dalam Pasal 18 UUD NRI 1945. Namun demikian, desentralisasi dari sudut asal
usul bahasa berasal dari bahasa latin, yaitu “’De’’ atau lepas dan “’Centrum’’ atau
pusat. Menurut perkataannya desentralisasi itu berarti melepaskan dari pusat.**
Hal ini mencerminkan adanya kewenangan dari bagian atau bawahannya untuk
melaksanakan sesuatu yang diserahkan dari pusat, dengan tetap adanya hubungan
antara pusat dengan bagiannya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menganut
sistem desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pengertian lebih lanjut mengenai pengertian desentralisasi disebutkan
dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa :
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah
kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan mengenai pengertian
dekonsentrasi disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan : Dekonsentrasi adalah pelimpahan
wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai  wakil
pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Pengertian dari
tugas pembantuan disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 bahwa: tugas pembantuan adalah penugasan dari
Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada
kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa
untuk melaksanakan tugas tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, hubungan desentralisasi dan otonomi sangat erat
kaitannya. Pada dasarnya otonomi adalah tujuan dari desentralisasi daerah-daerah
otonom, yakni daerah yang mandiri, tingkat kemandirian diturunkan dari tingkat
desentralisasi yang diselenggarakan semakin tinggi derajat desentralisasi, semakin
tinggi otonomi daerah. Dalam konteks negara kesatuan, otonomi daerah

4 Eggy Sudjana, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (edisi revisi), Jakarta,
Rinneka Cipta, 2005, him.18
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seharusnya diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan
mengurusi  kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Artinya, proses pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke
pemerintah daerah bukan berarti menjadikan daerah lepas dari pengaturan dan

pembinaan pemerintah pusat.

2.2.2 Hakikat Otonomi Daerah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali
urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan
daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan  desentralisasi mensyaratkan  pembagian  urusan
pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan
pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi
kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama
antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan
yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang
politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi,
dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar
tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan
pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan
pemerintah. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang
bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan
Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah
kabupaten/kota.

Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat
konkuren tersebut secara proporsional antara pemerintah, pemerintahan daerah
provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota maka ditetapkan Kkriteria

pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan
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efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai
satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar
tingkatan dan susunan pemerintahan.

Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat
pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh
jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas
dampak tersebut, maka ditentukan kriteria akuntabilitas yaitu tingkat
pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah yang paling
berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut. Hal ini adalah
sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas Pemerintah
kepada rakyat. Kriteria efisiensi didasarkan pada pemikiran bahwa
penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala
ekonomis.” Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat pemerintahan wajib
mengedepankan  pencapaian  efisiensi dalam  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang sangat diperlukan dalam
menghadapi persaingan di era global. Dengan penerapan ketiga kriteria tersebut,
semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan
akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui kriteria efisiensi
dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan
demokratisasi sebagai esensi dasar dari kebijakan desentralisasi.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan
urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang
wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan
dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan,
lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan
pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang
diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait
dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi

kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan

% Muhammad Farahan dalam Rinekso Kartono, Panduan Pemilu Untuk Rakyat, LPKPS,
Malang, 2005, him.45
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yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan
daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah
yang bersangkutan.

Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang
dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan
difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah
pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi,
dan kekhasan daerah yang bersangkutan. Di luar urusan pemerintahan yang
bersifat wajib dan pilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan
Pemerintah ini, setiap tingkat pemerintahan juga melaksanakan urusan-urusan
pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi
kewenangan yang bersangkutan atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa.
Untuk itu pemberdayaan dari pemerintah kepada pemerintahan daerah menjadi
sangat penting untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi
norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pembagian kewenangan bidang pemerintahan antara pusat, daerah
propinsi dan daerah kabupaten/kota diatur dalam ketentuan Pasal 10 sampai
dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan mengenai
pembagian urusan pemerintahan. Kewenangan pusat meliputi politik luar negeri,
pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan
kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan keserasian hubungan
antar susunan pemerintahan.

Kewenangan propinsi terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu kewenangan
sebagai daerah otonom dan sebagai wilayah administrasi.
Kewenangan sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam
bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota,
kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, dan
kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah
kabupaten dan kota. Sementara kewenangan sebagai wilayah
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administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan
yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah. 16)

Kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka
desentralisasi harus disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana, dan
prasarana, serta sumber daya manusia. Sementara kewenangan pemerintah yang
dilimpahkan kepada gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan
pembiayaan. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan
bahwa :

a) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan
sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta
kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentra lisasikan.

b) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai
dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.

Terdapat keuntungan dan kelemahan penerapan sistem desentralisasi,
beberapa keuntungannya antara lain :

a) Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan

b) Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak, yang
membutuhkan tindakan yang cepat, sehingga daerah tidak perlu
menunggu instruksi dari pemerintah pusat.

c) Dalam mengurangi birokrasi dalam arti sempit yang buruk karena
setiap keputusan dapat segera dilaksanakan.

d) Dalam sistem desentralissi, dapat diadakan pembedaan (diferensial)
dan pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi kepentingan
tertentu. Khusus desentralisasi teritorial dapat lebih menyesuaikan
diri pada kebutuhan atau keperluan khusus daerah

e) Dengan adanya desentraliasasi teritorial, daerah otonom dapat
merupakan semacam laboraturium dalam hal-hal yang berhubungan
dengan pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara.
Hal-hal yang ternyata baik, dapat dibatasi pada suatu daerah tertentu
saja dan oleh karena itu dapat lebih mudah untuk ditiadakan. *”

Kebijakan dan implementasi otonomi daerah dapat menjadi sebuah solusi,
khususnya menyangkut tata pemerintahan yang lebih efektif dan profesional,

tetapi juga menjadi problem ketika prasyarat lain tidak mengiringi terhadap
kebijakan tersebut, seperti penegakan hukum, pengaturan soal teritorial, dan

16 J. Kaloh, 2007, Otonomi Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta, Sinar
Grafika, hIm.246

Y Nur Feriyanto, Pemberdayaan Daerah Melalui Kerja Sama Antar Daerah, Jakarta,
Kedaulatan Rakyat Press, 2001, him.18
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sebagainya. Desentralisasi yang nggak diimbangi oleh penegakan hukum, akan
menyuburkan erilaku tindak korupsi di daerah. Desentralisasi yang tidak mengatur
dalam pengertian teritorial akan melahirkan raja-raja kecil di daerah yang rawan
dengan dis-integrasi, karena atas nama otonomi daerah, penguasa daerah tidak
tunduk kepada pemerintah pusat, begitu pula halnya dengan soal-soal yang
berkaitan dengan masalah perimbangan kekuasaan antara daerah dan pusat.
Otonomi daerah pada prinsipnya memberikan suatu harapan bagi
terciptanya dan terlaksananya keadilan, demoktratisasi dan transparansi kehidupan
di sektor publik. Hal tersebut merupakan suatu lompatan jauh bagi tertatanya
masyarakat sipil yang dicita-citakan. Kebijaksanaan otonomi daerah melalui
Undang Undang pemerintahan daerah telah memberikan otonomi yang sangat luas
kepada daerah. Hal tersebut ditempuh dalam rangka mengembalikan peluang
pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah,
peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, dan pada akhirnya diharapkan
pula menciptakan cara berpemerintahan yang baik (good governance). Paradigma
baru tentang pemerintah daerah memberikan kewenangan luas kepada daerah,
bahkan dari kewenangan yang ada tersebut terdapat kewenangan wajib yang
merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan
kebutuhan rakyat (public goods). Kesemuanya itu dilaksanakan secara
demokratis, transparan, egaliter, yang berarti menempatkan prioritas keragaman
daerah sebagai manifestasi Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, maka segala
sesuatu yang menyangkut program yang bersifat massal, uniform, dan sentralistis.
Disamping itu, daerah menjadi titik sentral awal gagasan perencanaan berbagai

kegiatan pemerintahan.

2.3 Sertifikasi dan Labelisasi Halal
2.3.1 Pengertian Sertifikasi dan Labelisasi Halal

Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia
(MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari‘at Islam.
sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label
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halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.*® Pengadaan
sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya
sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk,
sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun ketidaktahuan
seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk
mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal. Masa berlaku sertifikat halal
adalah 2 tahun. Hal tersebut untuk menjaga konsistensi produksi produsen selama
berlakunya sertifikat. Sedangkan untuk daging yang diekspor Surat Keterangan
Halal diberikan untuk setiap pengapalan. Keberadaan sertifikat hala tersebut
sangat penting diterapkan di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas
penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan adanya sertifikat halal tersebut,
produk yang diproduksi merupakan produk yang halal dan layak untuk
dikonsumsi bagi masyarakat muslim.

Keberadaan sertifikasi dan labelisasi halal sangat penting, sehingga perlu
dikaji mekanisme sertifikasi dan labelisasi halal tersebut. Untuk memperoleh
sertifikat halal, LPPOM MUI memberikan ketentuan bagi perusahaan sebagai
berikut : *°

a) Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu
harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal. Penjelasan rinci
tentang Sistem Jaminan Halal dapat merujuk kepada Buku
Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan
oleh LP POM MUI.

b) Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor
Halal Internal (AHI) dari MUI yang bertanggungjawab dalam
menjamin pelaksanaan produksi halal.

c) Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinspeksi secara
mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI.

d) Membuat laporan berkala kepada MUI setiap 6 bulan tentang
pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.

2.3.2 Dasar Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal
Tujuan akhir dari sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua

kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sertifikasi

8 Sumber Internet : http://riaul.kemenag.go.id/file/dokumen/TataCaraSertifikasiHalal.pdf
diakses tanggal 27 September 2018
¥ 1bid
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halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematik untuk
mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah
memenuhi ketentuan halal. Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau
pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang
dimaksud berstatus sebagai produk halal. Dasar hukum sertifikasi dan labelisasi
halal adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Serta
peraturan teknisnya. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya
sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan
sebagai produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai
otoritas untuk melaksanakannya dalam hal ini LPPOM MUIL.

Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi halal adalah
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga
Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM). Sedangkan
kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan
POM). Dalam pelaksanaannya di Indonesia, kegiatan labelisasi halal telah
diterapkan lebih dahulu sebelum sertifikasi halal. Di Indonesia peraturan yang
bersifat teknis yang mengatur masalah pelabelan halal antara lain keputusan
bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor 427/
Men.Kes/SKBMI1/1985 (Nomor 68 Tahun 1985) Tentang Pencantuman Tulisan
Halal Pada Label Makanan. Definisi halal seperti dalam Halal Consumer
Magazine (2008) yang dipublikasikan oleh the Islamic Food and Nutrition
Council of America (IFANCA) dalam bahasa Arab (sebagaimana tercantum dalam
Kitab suci Al-Qur’an) adalah sah menurut hukum atau diijinkan. Lawan dari halal
adalah haram, yang berarti melarang atau terlarang.

Kondisi halal dan haram adalah dapat diterapkan bukan saja ke makanan
tetapi juga produk lain, kebiasaan dan aksi. Jadi sebenarnya pemerintah telah
mengatur tentang pencantuman produk halal. Namun kelemahan masih saja
terjadi seperti halnya terjadi pertentangan antara Undang-Undang dengan
peraturan pemerintah yang di bawahnya. Sehingga hal ini perlu dilakukan

pembenahan. Selain itu, meskipun telah ada aturan namun belum ada kewajiban
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atau pun sanksi bagi produsen yang belum mencantumkan label halal pada
produknya. Hanya saja ada aturan atau sanksi bagi produsen yang telah
mencantumkan label halal, namun ternyata tidak memiliki sertifikat halal.

Label merupakan salah satu jalan bagi konsumen untuk memperoleh
informasi dari suatu produk, maka pada label itulah produsen harus
mengupayakan prioritas-prioritas informasi yang akan dicantumkan pada label.
Harapan konsumen adalah agar setelah melihat label dapat mempersepsikan
apakah produk tersebut sesuai dengan keinginan dan aman untuk di konsumsi, dan
juga tidak melanggar norma maupun ajaran kepercayaan (agama). Seperti di
negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, mereka membutuhkan informasi
tentang halal dan tidaknya produk tersebut sebelum dikonsumsi. Produk makanan,
minuman, obat, kosmetika dan produk lainnya.

Harapan konsumen adalah agar setelah melihat label dapat
mempersepsikan apakah produk tersebut sesuai dengan keinginan dan aman untuk
di konsumsi, dan juga tidak melanggar norma maupun ajaran kepercayaan
(agama). seperti di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, mereka
membutuhkan informasi tentang halal dan tidaknya produk tersebut sebelum
dikonsumsi. Label halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada
kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus
sebagai produk halal. Sebelum produsen memberikan label halal pada kemasan
produk makanannya, maka harus mendapatkan sertifikat halal dahulu dari
lembaga yang berwenang dan hingga saat ini satu-satunya lembaga yang diakui
oleh negara dan berwenang mengeluarkan sertifikat halal bagi produk makanan
yang memenuhi persyaratan adalah LPPOM-MUI, yang sebelumnya melakukan
audit produk secara menyeluruh dan hasilnya di sosialisasikan melalui fatwanya,
yaitu Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pedoman Fatwa Produk Halal.

2.4 Pengertian dan Bentuk-Bentuk Pengawasan
2.4.1 Pengertian Pengawasan

Dari sejumlah fungsi manajemen, pengawasan merupakan salah satu
fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri.

Fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan
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tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila fungsi pengawasan ini tidak
dilakukan dengan baik. Demikian pula halnya dengan fungsi evaluasi terhadap
pencapaian tujuan manajemen akan berhasil baik apabila fungsi pengawasan telah
di lakukan dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari baik kalangan masyarakat
maupun di lingkungan perusahaan swasta maupun pemerintahan makna
pengawasan ini agaknya tidak terlalu sulit untuk di pahami. Akan tetapi untuk
memberi batasan tentang pengawasan ini masih sulit untuk di berikan.

Bagi para ahli manajemen, tidak mudah untuk memberikan defenisi
tentang pengawasan, karena masing-masing memberikan defenisi tersendiri sesuai
dengan bidang yang di pelajari oleh ahli tersebut. Berikut ini penulis akan
mengambil beberapa pendapat dari beberapa sarjana :

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah pengawasan berasal dari kata awas
yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat
dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan
kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi.®® Menurut ICW bahwa
pengawasan sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah suatu
pelaksaan pekerjaan/kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan rencana, aturan-
aturan dan tujuan yang telah di tetapkan”.?" Jika memperhatikan lebih jauh, yang
menjadi pokok permasalahan dari pengawasan yang dimaksud adalah, suatu
rencana yang telah di gariskan terlebih dahulu apakah sudah di laksanakan sesuai
dengan rencana semula dan apakah tujuannya telah tercapai.

Menurut Prayudi “pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan
pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan
apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.?> Menurut Saiful Anwar,
pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar
pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari

23

penyimpangan-penyimpangan.©> Menurut M. Manullang bahwa ‘“pengawasan

adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah

2 gyjanto, Beberapa Pengertian Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, 1986, him 2

! Herman Bonai, Pentingnya Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah,
USU, Medan, 2009, him.27 (Artikel tidak dipublikasikan)

22 prayudi, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, him. 80

2 gaiful Anwar., Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press, 2004,
him.127
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dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya

24 Dilain pihak menurut

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula
Sarwoto yang dikutip oleh Sujamto memberikan batasan : pengawasan adalah
kegiatan manager yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai
dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.? Menurut pendapat
yang dikemukakan Harold Koonz, sebagaimana dikutip oleh John Salinderho
mengatakan bahwa pengawasan adalah : Pengukuran dan pembetulan terhadap
kegiatan para bawahan untuk menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok
dengan rencana. Jadi pngawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan
cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif
dan dengan menggerakkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-
penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana.?

Akan tetapi kalau di terjemahkan begitu saja istilah controlling dari bahasa
Inggris, maka pengertiannya lebih luas dari pengawasan yaitu dapat diartikan
sebagai pengendalian, padahal kedua istilah ini berbeda karena dalam
pengendalian terdapat unsur korektif. Istilah pengendalian berasal dari kata
kendali yang berarti mengekang atau ada yang mengendalikan. Jadi berbeda
dengan istilah pengawasan, produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk
mengetahui sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah

kepada objek yang di kendalikan.

2.4.2 Bentuk-Bentuk Pengawasan
Saiful Anwar menyebutkan bahwa berdasarkan bentuknya pengawasan
dapat dibedakan sebagai berikut : %’

1. Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh
suatu badan atau organ yang secara organisatoris/struktural
termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya
pengawasan yang dilakukan pejabat atasan terhadap bawahannya
sendiri.

M.Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, him.18

% Ipid, him.19

Jhon Salindeho, Tata Laksana Dalam Manajemen, Sinar Grafika, Jakarta, 1998,
him.39

Saiful Anwar, op.cit, him.127
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2. Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-
lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar
pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya, pengawasan
keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penyelenggaraan pengawasan dapat dilakukan berdasarkan jenis-jenis
pengawasan yaitu :
1) Pengawasan dari segi waktunya
2) Pengawasan dari segi sifatnya.
Pengawasan ditinjau dari segi waktunya dibagi dalam dua kategori yaitu
sebagai berikut : %

1. Pengawasan apriori atau pengawasan preventif yaitu
pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang lebih
tinggi terhadap keputusan-keputusan dari aparatur yang lebih
rendah. Pengawasan dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu
keputusan atau ketetapan administrasi negara atau peraturan
lainnya dengan cara pengesahan terhadap ketetapan atau
peraturan tersebut. Apabila ketetapan atau peraturan tersebut
belum disahkan maka ketetapan atau peraturan tersebut belum
mempunyai kekuatan hukum.

2. Pengawasan  aposteriori  atau pengawasan represif vyaitu
pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang lebih
tinggi terhadap keputusan aparatur pemerintah yang lebih
rendah. Pengawasan dilakukan seteladikeluarkannya keputusan
atau ketetapan pemerintah atau sudah terjadinya tindakan
pemerintah. Tindakan dalam pengawasan represif dapat
berakibat pencabutan apabila ketetapan pemerintah tersebut
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi. Dalam keadaan yang mendesak tindakan dapat dilakukan
dengan cara menangguhkan ketetapan yang telah dikeluarkan
sebelum dilakukan pencabutan.

Pengawasan terhadap aparatur pemerintah apabila dilihat dari segi sifat
pengawasan itu, terhadap objek yang diawasi dapat dibedakan dalam dua kategori

yaitu : 2

1. Pengawasan dari segi hukum (rechtmatigheidstoetsing) misalnya
adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan peradilan pada
prinsipnya hanya menitik beratka pada segi legalitas. Contoh
hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas menilai sah
tidaknya suatu ketetapan pemerintah. Selain itu tugas hakim

2 bid, him.128
2 1bid, him.129


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

32

adalah memberikan perlindungan (law proteciton) bagi rakyat
dalam hubungan hukum yang ada diantarra negara/pemerintah
dengan warga masyarakat.

2. Pengawasan dari segi kemanfaatan (doelmatigheidstoetsing)
yaitu pengawasan teknis administratif intern dalam lingkungan
pemerintah sendiri (built in control) selain bersifat legalitas juga
lebih menitik beratkan pada segi penilaian kemanfaatan dari
tindakan yang bersangkutan.

M. Manullang mengatakan bahwa tujuan utama diadakannya pengawasan
adalah, mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

Sedangkan tujuan pengawasan menurut Sukarno. K adalah sebagai berikut : %

a) Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana
yang digariskan
b) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai
dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan.
c) Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam
bekerja.
d) Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien
e) Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-
kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan ke arah
perbaikan.
Masalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah antar satu instansi
dengan instansi lainnya dipengaruhi oleh jenis dan sifat pekerjaan, dalam arti
jarak antara unit kerja yang diawasi dengan jumlah tugas/aktivitas hendaknya
Tujuan utama diadakannya pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang
direncanakan itu menjadi kenyataan. Pelimpahan tugas pengawasan harus
dibarengi dengan tanggung jawab yang dipikulkan kepundak si penerima tugas
tersebut, dalam arti tanggung jawab itu adalah keharusan dilaksanakan tugas
sebaik-baiknya sebagai suatu kewajiban, sehingga hak untuk melakukan suatu

tindakan jangan disalahgunakan

% Sukarno K. Dasar-Dasar Managemen, Miswar, Jakarta, 1992, him.105
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Bertitik tolak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil
penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa :

1. Bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan
Jaminan Produk Halal (JPH) adalah dengan dibentuknya Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal. Namun demikian, dalam pelaksanaannya sampai saat ini di
tingkat daerah belum terbentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
(BPJPH) berikut peraturan pelaksana organ tersebut dalam peraturan daerah
terkait. Dengan demikian tanggung jawab pemerintah daerah dalam
menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) sampai saat ini belum
terpenuhi dan belum efektif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

2. Pada saat ini. Lembaga yang diberi kewenangan untuk memberi sertifikat
label halal pada suatu produk adalah LP POM MUI sebagaimana disebutkan
dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, namun
lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan
langsung di lapangan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap produk yang
beredar di pasaran memerlukan peran serta masyarakat, disamping
pemerintah dan pemerintah daerah melalui BPJPH. Masyarakat misalnya
dapat memberi informasi kepada pihak yang berwenang tentang adanya
produk halal yang beredar di pasaran yang tercampur atau terkontaminasi
dengan produk tidak halal. Disamping itu, masyarakat juga dapat meminta
penjelasan kepada LP POM MUI jika diketemukan adanya produk yang
diragukan kehalalannya, atau melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan
tanda halal. Dengan adanya pengawasan yang baik diharapkan produk

makanan halal dapat terjamin peredarannya di masyarakat.
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4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang telah ada dan dikaitkan dengan
kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang dapat diberikan
bahwa :

1. Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam penerapan
penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, adapun salah satu cara yang
ditempuh guna tegaknya perlindungan konsumen tersebut adalah melalui
Pengawasan. Pengawasan adalah salah satu faktor yang memberi
perlindungan kepada konsumen atas peredaran barang dan/atau jasa di
pasaran.

2. Kepada masyarakat hendaknya lebih selektif, teliti dan cermat dalam
memilih produk yang akan dikonsumsinya yaitu dengan memilih produk
yang memiliki sertifikasi dan label alal pada kemasannya khususnya
konsumen muslim di Indonesia. Dengan adanya sertifikat halal tersebut,
produk yang diproduksi merupakan produk yang halal dan layak untuk

dikonsumsi bagi masyarakat muslim.
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Menimbang :

Mengingat

LARJAANLALN

o

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya
itu;

bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk
beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara
berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan
tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan
digunakan masyarakat;

bahwa produk yang beredar di masyarakat belum
semua terjamin kehalalannya;

bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk
pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan
perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-
undangan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf
d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan
Produk Halal;

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan
Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Dengan . ..
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan :

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait
dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk
kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik,
serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau
dimanfaatkan oleh masyarakat.

Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan

halal sesuai dengan syariat Islam.

Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH
adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin
kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan,
pengolahan, penyimpanan, pengemasan,

pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

Bahan adalah unsur yang digunakan untuk

membuat atau menghasilkan Produk.

Jaminan  Produk  Halal yang  selanjutnya
disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap
kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan
Sertifikat Halal.

6. Badan . ..
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Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang
selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang
dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan
JPH.

Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya
disingkat MUI adalah wadah musyawarah para

ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.

Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat
LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan
pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan
Produk.

Auditor Halal adalah orang yang memiliki
kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan
Produk.

Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu
Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan
fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau
badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan
badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan

usaha di wilayah Indonesia.

Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab
terhadap PPH.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan

hukum.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2 . ..
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Pasal 2

Penyelenggaraan JPH berasaskan:

a.

=3

o0 Q0

pelindungan;

keadilan;

kepastian hukum;
akuntabilitas dan transparansi;
efektivitas dan efisiensi; dan

profesionalitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan JPH bertujuan:

a.

memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan,
dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi
masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan
Produk; dan

meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha
untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Pasal 4

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di

wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

BAB II

PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

(1)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pemerintah bertanggung jawab dalam

menyelenggarakan JPH.

(2) Penyelenggaraan . . .
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Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Untuk  melaksanakan penyelenggaraan  JPH
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk
BPJPH yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk
perwakilan di daerah.

Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan

organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

a.

b.

5 o

[

merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;

menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
JPH;

menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan
Label Halal pada Produk;

melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk

luar negeri;

melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi
Produk Halal,

melakukan akreditasi terhadap LPH;
melakukan registrasi Auditor Halal,
melakukan pengawasan terhadap JPH;
melakukan pembinaan Auditor Halal; dan

melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan

luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Pasal 7. ..
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Pasal 7

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan:

a.
b.

C.

kementerian dan/atau lembaga terkait;

LPH; dan

MUI.

Pasal 8

Kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau

lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf a dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi

kementerian dan/atau lembaga terkait.

Pasal 9

Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk pemeriksaan

dan/atau pengujian Produk.

Pasal 10

Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam
bentuk:

a. sertifikasi Auditor Halal;

b. penetapan kehalalan Produk; dan

c. akreditasi LPH.

Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk
Keputusan Penetapan Halal Produk.

Pasal 11 ...
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Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9,
dan Pasal 10 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

Bagian Ketiga
Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 12

(1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan
LPH.

(2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai kesempatan yang sama dalam
membantu BPJPH melakukan pemeriksaan
dan/atau pengujian kehalalan Produk.

Pasal 13

(1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan:

a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;

b. memiliki akreditasi dari BPJPH;

c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga)
orang; dan

d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja
sama dengan lembaga lain yang memiliki

laboratorium.

(2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh

lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.

Pasal 14 . ..
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Pasal 14

(1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH.

(2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan:

a. warga negara Indonesia;

b. beragama Islam;

c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1
(satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik
industri, biologi, atau farmasi;

d. memahami dan memiliki wawasan luas
mengenai kehalalan produk menurut syariat
Islam;

e. mendahulukan kepentingan wumat di atas
kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan

f.  memperoleh sertifikat dari MUI.

Pasal 15

Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
bertugas:

a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;

b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;
c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
d. meneliti lokasi Produk;
e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan
penyimpanan,;
f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;
g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan
h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian
kepada LPH.
Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

BABIII . ..
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BAB III

BAHAN DAN PROSES PRODUK HALAL

(1)

(1)

(2)

Bagian Kesatu
Bahan

Pasal 17

Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas

bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan

bahan penolong.

Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal

dari:

a. hewan;

b tumbuhan;

c. mikroba; atau

d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi,
proses biologi, atau proses rekayasa genetik.

Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal,

kecuali yang diharamkan menurut syariat.

Pasal 18

Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)

meliputi:

a. bangkai;

b. darah;

c. babi; dan/atau

d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan
syariat.

Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan

selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Pasal 19 . ..
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Pasal 19

Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib

disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi

kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan

masyarakat veteriner.

Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada
dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau
membahayakan kesehatan bagi orang yang
mengonsumsinya.

Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang
dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi,
atau proses rekayasa genetik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf ¢ dan huruf
d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau
pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau
terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.
Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri
berdasarkan fatwa MUI.

Bagian Kedua
Proses Produk Halal

Pasal 21
Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan

dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan,
pengolahan, penyimpanan, pengemasan,
pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk
tidak halal.

(2) Lokasi. ..
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Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib:

a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;

b. bebas dari najis; dan

c. bebas dari Bahan tidak halal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan
alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi,
tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi
administratif berupa:

a. peringatan tertulis; atau

b. denda administratif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi administratif diatur dalam
Peraturan Menteri.

BAB IV
PELAKU USAHA

Pasal 23

Pelaku Usaha berhak memperoleh:

a.

informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem
JPH;

pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal
secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak

diskriminatif.

Pasal 24 . ..
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Pasal 24

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat

Halal wajib:

a.
b.

memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan,
pengolahan, penyimpanan, pengemasan,
pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara
Produk Halal dan tidak halal;

memiliki Penyelia Halal; dan

melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada
BPJPH.

Pasal 25

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal

wajib:

a.

mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang
telah mendapat Sertifikat Halal;

menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh
Sertifikat Halal;

memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat
pengolahan, penyimpanan, pengemasan,
pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara
Produk Halal dan tidak halal;

memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku
Sertifikat Halal berakhir; dan

melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada
BPJPH.

Pasal 26

Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan
yang berasal dari Bahan yang diharamkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20
dikecualikan  dari  mengajukan  permohonan
Sertifikat Halal.

(2) Pelaku. ..
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Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada
Produk.

Pasal 27

Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai
sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif; atau

c. pencabutan Sertifikat Halal.

Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)
dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan;

b. peringatan tertulis; atau

c. denda administratif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi administratif diatur dalam
Peraturan Menteri.

Pasal 28

Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 huruf c bertugas:

a. mengawasi PPH di perusahaan;

b. menentukan tindakan perbaikan dan
pencegahan;

c. mengoordinasikan PPH; dan

d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat
pemeriksaan.

Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan:

a. beragama Islam; dan

b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat
tentang kehalalan.

(3) Penyelia . . .
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(3) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan
dan dilaporkan kepada BPJPH.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal
diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V
TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan

Pasal 29

(1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku
Usaha secara tertulis kepada BPJPH.

(2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi
dengan dokumen:
a. data Pelaku Usaha;
b. nama dan jenis Produk;
c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
d. proses pengolahan Produk.

(3) Ketentuan Ilebih lanjut mengenai tata cara
pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur

dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 30

(1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan
pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

(2) Penetapan . ..
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Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)
hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)
dinyatakan lengkap.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penetapan LPH diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan dan Pengujian

Pasal 31

Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
dilakukan oleh Auditor Halal.

Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi
usaha pada saat proses produksi.

Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang
diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian
di laboratorium.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha

wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.

Pasal 32

LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau
pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH.

BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau
pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk

memperoleh penetapan kehalalan Produk.

Bagian . . .
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Bagian Keempat
Penetapan Kehalalan Produk

Pasal 33

(1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.

(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.

(3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur
kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait.

(4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama
30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil
pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari
BPJPH.

(5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI.

(6) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH
untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

Bagian Kelima
Penerbitan Sertifikat Halal

Pasal 34

(1) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menetapkan halal
pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha,
BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.

(2) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan
Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan
permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha

disertai dengan alasan.

Pasal 35 . ..
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Pasal 35

Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari

kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk

diterima dari MUI.

Pasal 36

Penerbitan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 wajib dipublikasikan oleh BPJPH.

Bagian Keenam
Label Halal

Pasal 37

BPJPH menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku
nasional.
Pasal 38

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal
wajib mencantumkan Label Halal pada:

a. kemasan Produk;

b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau

c. tempat tertentu pada Produk.

Pasal 39

Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak
mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam

Peraturan Menteri.

Pasal 41 . ..


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(2)

(1)

(2)

(3)

w7\
‘:‘*&%ﬁ

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -
Pasal 41

Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi
administratif berupa:

a. teguran lisan;

b. peringatan tertulis; atau

c. pencabutan Sertifikat Halal.

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh

Pembaruan Sertifikat Halal

Pasal 42

Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun
sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat
perubahan komposisi Bahan.

Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku
Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat
Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa
berlaku Sertifikat Halal berakhir.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan

Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 43

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses

JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum

dalam informasi yang diserahkan oleh Pelaku Usaha.

Bagian . . .
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Bagian Kedelapan
Pembiayaan

Pasal 44

Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku
Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat
Halal.

Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro
dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi
oleh pihak lain.

Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi
halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

BPJPH dalam mengelola keuangan menggunakan
pengelolaan keuangan badan layanan umum.
Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan BPJPH
diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VI
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 46

Pemerintah  dapat melakukan  kerja sama
internasional dalam bidang JPH sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama internasional dalam bidang JPH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berbentuk pengembangan JPH, penilaian
kesesuaian, dan/atau pengakuan Sertifikat Halal.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama JPH
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47 . ..
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Pasal 47

Produk Halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia
berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini.

Produk Halal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halalnya
sepanjang Sertifikat Halal diterbitkan oleh lembaga
halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama
saling pengakuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (2).

Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum Produk
diedarkan di Indonesia.

Ketentuan mengenai tata cara registrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3)
dikenai sanksi administratif berupa penarikan
barang dari peredaran.

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 49

BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH.

Pasal 50 . ..


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

L4

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-21 -
Pasal 50

Pengawasan JPH dilakukan terhadap:

a.
b.

C.

LPH;

masa berlaku Sertifikat Halal,
kehalalan Produk;

pencantuman Label Halal,
pencantuman keterangan tidak halal;

pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan,
pengolahan, penyimpanan, pengemasan,
pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara
Produk Halal dan tidak halal;

keberadaan Penyelia Halal; dan/atau

kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Pasal 51

BPJPH dan kementerian dan/atau lembaga terkait
yang memiliki kewenangan pengawasan JPH dapat
melakukan pengawasan secara sendiri-sendiri atau

bersama-sama.

Pengawasan JPH dengan kementerian dan/atau
lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur

dalam Peraturan Pemerintah.

BAB . ..
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BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam
penyelenggaraan JPH.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa:

a. melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan
b. mengawasi Produk dan Produk Halal yang
beredar.

(3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk
dan Produk Halal yang beredar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk
pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.

Pasal 54

BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada
masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan
JPH.

Pasal 55
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta
masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam
Peraturan Menteri.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk
yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana
denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).

Pasal 57 . ..
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Pasal 57

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses
JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang
tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Sertifikat Halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum
Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku
sampai jangka waktu Sertifikat Halal tersebut berakhir.

Pasal 59°

Sebelum BPJPH dibentuk, pengajuan permohonan atau
perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan
tata cara memperoleh Sertifikat Halal yang berlaku

sebelum Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 60

MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi
Halal sampai dengan BPJPH dibentuk.

Pasal 61

LPH yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini
berlaku diakui sebagai LPH dan wajib menyesuaikan
dengan ketentuan dalam Pasal 13 paling lama 2 (dua)
tahun terhitung sejak BPJPH dibentuk.

Pasal 62 . ..
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Pasal 62

Auditor halal yang sudah ada sebelum Undang-Undang
ini berlaku diakui sebagai Auditor Halal dan wajib
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 14 dan
Pasal 15 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 63

Penyelia Halal perusahaan yang sudah ada sebelum
Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai Penyelia Halal
dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal
28 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-
Undang ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun
terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak

Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 66 . ..
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Pasal 66

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
Peraturan Perundang-undangan yang mengatur
mengenai JPH dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini.

Pasal 67

(1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang
beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku
S5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diundangkan.

(2) Sebelum kewajiban bersertifikat halal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku, jenis Produk yang
bersertifikat halal diatur secara bertahap.

(3) Ketentuan mengenai jenis Produk yang bersertifikat
halal secara bertahap sebagaimana diatur pada ayat
(2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 68

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
- REPUBLIK INDONESIA
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

JAMINAN PRODUK HALAL

UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan
menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan
pelindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang
dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk
Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas pelindungan,
keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi,
efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu,
jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan
kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan
Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan
menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi

Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan
kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara
nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku
untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk
lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi

pengolahan . . .
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pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu
pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran
antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak
disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan
kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang
membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di
bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi,
dan pemahaman tentang syariat.

Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk yang
beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya.
Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang
memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum
memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat
muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai JPH perlu diatur
dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup
Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan
makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk
biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang
dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara
lain adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan
produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari
bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang
dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses
rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH yang
merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan
Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan,
penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan

penyajian Produk.

2. Undang . . .
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2. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha
dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang
memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang
diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas
keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian
tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah
terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Produk.

3. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah
bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang
pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan
wewenangnya, BPJH Dbekerja sama dengan kementerian
dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.

4. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan
permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH.
Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan
dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk
dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi
dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan
Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI
dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang
ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal
berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI
tersebut.

S. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang
mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka
memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-
Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah
melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah
daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah,
perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan
komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku

usaha mikro dan kecil.

6. Dalam . ..
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6. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH,
BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku
Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal,
pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat
dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan,
pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal
dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan
lain yang berkaitan dengan JPH.

7. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran
Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi
pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan asas “pelindungan” adalah bahwa
dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi
masyarakat muslim.
Huruf b
Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam
penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara
proporsional bagi setiap warga negara.
Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah
bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan
kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang
dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

Hurufd. ..
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Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas dan
transparansi” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir
dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat
dipertanggungjawabkan  kepada = masyarakat = sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas dan efisiensi” adalah
bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi
pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta
meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan
dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau
terjangkau.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa
penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan
keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7. ..
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Pasal 7

Huruf a

Kementerian dan/atau lembaga terkait antara lain
kementerian dan/atau lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan,
kesehatan, pertanian, standardisasi dan akreditasi, koperasi
dan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengawasan

obat dan makanan.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian
misalnya dalam hal pengaturan serta pembinaan dan pengawasan
industri terkait dengan bahan baku dan bahan tambahan pangan
yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan
misalnya dalam pembinaan kepada Pelaku Usaha dan
masyarakat, pengawasan Produk Halal yang beredar di pasar,

serta perluasan akses pasar.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
misalnya dalam hal penetapan cara produksi serta cara distribusi
obat, termasuk vaksin, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan,

perbekalan kesehatan rumah tangga, makanan, dan minuman.

Bentuk . . .
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Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian
misalnya dalam hal penetapan persyaratan rumah potong
hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas, pedoman
pemotongan hewan/unggas dan penanganan daging hewan serta
hasil ikutannya, pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unit
usaha pangan asal hewan, dan sistem jaminan mutu dan

keamanan pangan hasil pertanian.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi
dan akreditasi misalnya dalam hal persyaratan untuk
pemeriksaan, pengujian, auditor, lembaga pemeriksa, dan
lembaga sertifikasi dalam sistem JPH sesuai dengan standar yang
ditetapkan.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi,
usaha mikro, kecil, dan menengah misalnya dalam hal
menyiapkan Pelaku Usaha mikro dan kecil dalam sosialisasi dan
pendampingan sertifikasi kehalalan Produk.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan
obat dan makanan misalnya dalam hal pengawasan produk
pangan, obat, dan kosmetik dalam dan luar negeri yang

diregistrasi dan disertifikasi halal.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12 ...
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Pasal 12
Ayat (1)
LPH yang didirikan pemerintah antara lain LPH yang
didirikan oleh kementerian dan/atau lembaga atau LPH yang
didirikan oleh perguruan tinggi negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21 . ..
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Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “keterangan tidak halal” adalah
pernyataan tidak halal yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Produk. Keterangan dapat berupa gambar,

tanda, dan/atau tulisan.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29 . ..
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Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.
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Pasal 39 . ..
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Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Kriteria “usaha mikro dan kecil” didasarkan pada ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang usaha

mikro dan kecil.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain Pemerintah
melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah
daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah,
perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi,

dan komunitas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 45 . ..
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Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Hurufb. ..
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lain pengawasan terhadap masa berlaku

Halal dan tidak halal.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61 . ..
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Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.
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